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Abstract
This journal shall be entitled as “ Implementation Of Public Interest Principles 
To Neglected Land In Indonesia”. The existence of the land on earth must be 
beneficial both for the welfare and happiness that has it and for the people 
and the state. The purpose of this study is to know and understand the absolute 
limits of property rights to land; and want to understand the relationship 
between the principle of public interest in land. The method in this research is 
normative by using  conceptual  approach and statute approach. This journal’s 
preparation is done by legal research, and the approach method being used in 
this journal shall be used is the combination of the statute approach and the 
conceptual approach. The result of this research is the essence of the principle 
of public interest to the land is to create development based on the principle of 
humanity in the balance as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of 
Indonesia. The exemption of land rights is caused by public and private interest 
with the provision of compensation and guided by the principle of musyawarah. 
While the revocation of land rights is the spirit of the provisions of Article 18 
of the Basic Agrarian Laws states that for the interest of the state and the state 
and the common interest of the people of the right to land may be revoked by 
compensation. The legal effort that a third party can take to exploit the state land 
(abandoned land) is to apply the right to the government (Provincial or Regency 
/ City Land Office).

Keywords: General Interest Principles, Revocation of Land Rights, 
       Neglected Land.

Abstrak
Jurnal �n� mengamb�l judul “Penerapan Pr�ns�p Kepent�ngan Umum Terhadap 
Tanah Terlantar. Keberadaan atas tanah d� muka bum� �n�  harus bermanfaat 
ba�k bag� kesejahteraan dan kebahag�aan pem�l�knya pem�l�knya maupun bag� 
masyarakat dan negara. Tujuan dar� penel�t�an �n� �alah �ng�n mengetahu� dan 
memaham� batas-batas absolut dar� hak m�l�k  terhadap tanah; dan �ng�n memaham� 
hubungan antara hak m�l�k atas tanah dan pr�ns�p kepent�ngan umum atas tanah. 
Jurnal �n� mengangkat permasalahan yang juga menjad� tujuan penul�san ya�tu 
apa hak�kat kepent�ngan umum atas tanah dan apa upaya hukum yang dapat 
d�lakukan oleh p�hak ket�ga terhadap tanah terlantar. Penyusunan jurnal �n� 
d�lakukan dengan t�pe penel�t�an normat�f dan menggunakan pendekatan peraturan 
perundang-undangan dan pendekatan konsep. Has�l dar� penel�t�an �n� adalah 
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Hakekat dar� pr�ns�p kepent�ngan umum terhadap tanah �alah untuk menc�ptakan 
pembangunan yang berlandaskan asas per�kemanus�aan dalam kese�mbangan 
sebaga�mana d�atur dalam UUD NRI tahun 1945. Pembebasan hak atas tanah 
d�sebabkan oleh kepent�ngan umum dan swasta dengan pember�an gant� rug� 
dan berpedoman pada asas musyawarah. Sedangkan pencabutan hak atas tanah 
merupakan semangat dar� ketentuan Pasal 18 UUPA menggar�skan bahwa 
untuk kepent�ngan bangsa dan negara serta kepent�ngan bersama (hanya untuk 
kepent�ngan umum) dar� rakyat hak atas tanah dapat d�cabut dengan member�kan 
gant� kerug�an. Upaya hukum yang dapat d�lakukan p�hak ket�ga untuk dapat 
memanfaatkan tanah negara (tanah terlantar) �alah melakukan permohonan hak 
kepada pemer�ntah (Kantor Pertanahan Prov�ns� atau Kabupaten/Kota).

Kata Kunc�:  Prinsip Kepentingan Umum, Pencabutan Hak Atas Tanah,  
          Tanah Terlantar.

I. PENDAHULUAN 
Seluruh bum�, a�r dan ruang 

angkasa, adalah termasuk kekayaan 
alam yang terkandung d� dalamnya 
dalam w�layah Negara Republ�k 
Indones�a sebaga� karun�a Tuhan 
Yang Maha Esa dan merupakan 
kekayaan nas�onal. Bum�, a�r, dan 
ruang angkasa termasuk kekayaan 
alam yang terkandung d� dalamnya �tu 
pada t�ngkatan tert�ngg� d�kuasa� oleh 
negara, sebaga� organ�sas� oleh seluruh 
rakyat.2

Tanah merupakan salah satu hal 
terpent�ng bag� h�dup dan keh�dupan 
bag� manus�a. Tanah bag� keh�dupan 
manus�a mempunya� peran yang 
sangat pent�ng. Tanah t�dak saja 
d�butuhkan sebaga� tempat t�nggal, tap� 
juga sebaga� tempat untuk lapangan 
pekerjaan dalam menunjang keh�dupan 
keluarga.3 D� atas tanah pula manus�a 
2 Ur�p Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak 

atas Tanah, Cet. I, Kencana Prenada Med�a, 
Jakarta, 2015 hlm. 205. 

3 Eman, Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 
Pembangunan bagi Kepentingan Umum, 
Majalah YURIDIKA, Volume 23, No 1, 
Fakultas Hukum Un�vers�tas A�rlangga, 

b�sa membangun rumah sebaga� tempat 
t�nggal dan membangun berbaga� 
bangunan la�nnya untuk perkantoran 
dan sebaga�nya. Pendek kata, segala 
akt�v�tas manus�a apapun bentuknya 
t�dak akan lepas t�dak akan lepas dar� 
kebutuhan akan tanah.4 

Fungs� dan peran tanah dalam 
berbaga� sektor keh�dupan manus�a 
mem�l�k�  empat aspek yang sangat 
strateg�s, ya�tu aspek ekonom�, 
pol�t�k, hukum, dan sos�al.5 Keempat 
aspek tersebut merupakan �su sentral 
yang terka�t sebaga� kesatuan yang 
ter�ntegras� dalam pengamb�lan 
proses keb�jakan hukum pertanahan 
yang d�lakukan oleh pemer�ntah.6 
Untuk dapat mewujudkan keteraturan 
dan ketert�ban maka perlu d� bentuk 

Surabaya, Januar� - Apr�l 2008, hlm. 50.
4 Adr�an Suted�, Implementasi Prinsip 

Kepentingan Umum (Dalam Pengadaan 
Tanah Untuk Pembangunan), Cet. II, S�nar 
Graf�ka, Jakarta, 2008, hlm.45.

5 Y. Wartaya W�guna, SJ, Tanah Sumber Nilai 
Hidup, Cet.. I, Kan�s�us, Jakarta, 2004, hlm. 
21. 

6 H. Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan 
dalam Perspektif  Otonomi Daerah, Cet. I, 
Alumn�, Bandung, 2004, hlm.1.  
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peraturan perundang-undangan yang 
jelas dan tegas.

Pengaturan tentang tanah sebaga� 
sarana untuk memenuh� kebutuhan 
dasar manus�a dapat d�l�hat dalam 
berbaga� pengaturan perundang-
undang. Kesadaran akan art� pent�ngnya 
fungs� tanah terka�t dengan hak asas� 
manus�a (HAM) mula� d�rasakan 
semenjak era reformas�.7 D� awal� 
dengan terb�tnya Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asas� Manus�a, art� pent�ng hak untuk 
h�dup, mempertahankan h�dup dan 
men�ngkatkan taraf keh�dupan (Pasal 9 
ayat (1)) �tu memerlukan ketersed�aan 
tanah untuk pemenuhan hak atas 
kesejahteraan berupa m�l�k, yang dapat 
d�m�l�k� untuk d�r� send�r� maupun 
bersama-sama dengan orang la�n untuk 
pengembangan d�r�nya bersama-sama 
dengan masyarakat. Hak m�l�k yang 
mempunya� fungs� sos�al �tu d�l�ndung� 
dar� t�ndakan sewenang-wenang dar� 
p�hak la�n, seh�ngga ket�ka hak m�l�k 
�tu d�perlukan untuk kepent�ngan 
umum maka harus d�ber�kan gant� 
kerug�an yang wajar dan segera 
d�laksanakan sesua� dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Pasal 
36 dan Pasal 37).8

Pr�ns�p penghormatan terhadap 
m�l�k pr�bad� �n� kemud�an d�cantumkan 
7 Rosm�dah, Pengakuan Hukum Terhadap 

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan 
Hmabatan Implementasinya, Jurnal Ilmu 
Hukum, Volume 3 no. 1, Un�vers�tas Jamb�, 
september, 2017, hlm. 8.

8 Mar�a S.W. Sumardjono, Tanah Dalam 
Perspektif  Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 
Cet. II, Kompas Med�a Nusantara, Jakarta, 
2009, hlm. 3. 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 
perubahan Kedua yakn� dalam Pasal 
28 A, 28 H ayat (4) dan Pasal 28 j 
ayat (2). Secara khusus hak atas tanah 
yang merupakan hak ekonom�, sos�al 
dan budaya �tu d�atur dalam Undang-
Undang 11 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan Internas�onal Convenant 
on Economic, Social and Cultural 
Rights (Konvenan Internas�onal 
tentang Hak-hak Ekonom�, Sos�al, dan 
Budaya).

Dalam ka�tannya dengan 
ketersed�aan tanah, dalam Pasal 11 
ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 
d�sebutkan tentang hak set�ap orang 
atas standar keh�dupan yang layak 
bag� d�r� send�r� dan keluarga, 
termasuk hak untuk memperoleh 
pangan, sandang dan perumahan, dan 
atas perba�kan kond�s� h�dup secara 
terus-menerus. Selanjutnya dalam 
ayat (2) d�tegaskan tentang pengakuan 
terhadap hak mendasar dar� set�ap 
orang untuk bebas dar� kelaparan, dan 
untuk mendukung hak �tu negara harus 
mengamb�l langkah-langkah yang 
d�perlakukan untuk men�ngkatkan 
cara-cara produks�, konsums� dan 
d�str�bus� pangan seh�ngga mencapa� 
perkembangan dan pemanfaatan 
sumber daya alam yang ef�s�en.

Berbaga� peraturan perundang-
undangan nas�onal ba�k secara langsung 
atau t�dak langsung member�kan 
jam�nan bag� terwujudnya hak-hak bag� 
orang perorangan maupun kelompok 
tersebut sebaga�mana d�amanatkan 
dalam Pancas�la dan Pasal 33 ayat 
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(3) UUD NRI 1945. Untuk mewujud 
hak-hak tersebut maka d�terb�tkannya  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Pokok-Pokok Agrar�a 
(selanjutnya d�s�ngkat UUPA). 9 

UUPA adalah undang-undang 
yang mengatur asas-asas serta soal-
soal pokok dalam gar�s besar mengena� 
pertanahan. Sebaga� peraturan 
perundangan yang d�bentuk sebaga� 
penyempurnaan perundang-undangan 
sebelumnya yang d�anggap kurang 
mampu member�kan kead�lan bag� 
masyarakat pr�bum� sebaga� pem�l�k 
asl� tanah, a�r, ruang angkasa serta 
kekayaan alam yang terkandung d� 
seluruh Indones�a. Tujuan utamanya 
tercantum dalam Pancas�la dan 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 1945, ya�tu 
menc�ptakan kemakmuran yang ad�l 
dan merata.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang 
menjad� landasan UUPA member�kan 
kemungk�nan bag� negara untuk 
member�kan hak atas tanah kepada 
perorangan dan badan hukum sesua� 
keperluannya. Dengan dem�k�an, 
pem�l�kan dan penguasaan tanah yang 
melampau� batas kewajaran yang 
bertentangan dengan asas land reform 
yang bertujuan untuk mewujudkan 
kead�lan sos�al berupa pemerataan 
tanah sebaga�mana d�jabarkan oleh 
Pasal 7 dan 17  UUPA. 

Pasal 2 ayat (2) UUPA 
menetapkan bahwa Negara mem�l�k� 
wewenang hak menguasa� atas bum�, 

9 Ibid., hlm. 4. 

a�r, dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung d� 
dalamnya, ya�tu:
a. Mengatur dan menyelenggarakan 

peruntukan, penggunaan, 
persed�aan, dan pemel�haraan 
bum�, a�r, dan ruang angkasa;

b. Menentukan dan mengatur 
hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bum� 
dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur 
hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum 
yang mengena� bum�, a�r, dan 
ruang angkasa.
Pada awal berlakunya UUPA 

sudah mula� terasa adanya gejala 
ket�mpangan kepem�l�kan dan 
penguasaan tanah. Perband�ngan 
antara ketersed�aan tanah sebaga� daya 
alam yang langka d� satu s�s�, dan 
pertambahan jumlah penduduk dengan 
berbaga� penemuan kebutuhannya akan 
tanah d� s�s� la�n, t�dak mudah d�car� 
t�t�k temunya. Berbaga� macam contoh 
permasalahan tanah yang ser�ng terjad� 
�alah: sert�f�kat ganda, ukuran tanah 
t�dak sesua� dengan sert�f�kat tanah 
dan permasalahan yang akh�r-akh�r �n� 
men�mbulkan kerug�an yang sangat 
besar dan bertentangan dengan fungs� 
dar� tanah �alah masalah penelantaran 
tanah ba�k berstatus hak m�l�k, hak 
guna usaha, dan hak guna bangunan.

UUPA berusaha mem�n�malkan 
ket�mpangan dalam akses perolehan 
tanah dan pemanfaatan tanah 
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�tu dengan membuat ketentuan 
tentang pembatasan pem�l�kan dan 
pembatasan tanah, khususnya tanah 
pertan�an dalam Pasal 7, dan Pasal 
17 UUPA. Hal kemud�an d�t�ndak 
lanjut dengan adanya UU Nomor 56 
Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 
Tanah Pertan�an. Dalam Pasal 12 UU 
56 Tahun 1960 , yang pada �nt�nya 
mengatur mengena� pembatasan 
penggunaan terhadap tanah adalah 
hal yang t�dak pent�ng. Pengaturan 
tersebut d�sebabkan, karena tanah 
sangat berhubungan dengan banyak 
orang.

B�la ketentuan Pasal 12 UU No 
56 tahun 1960 d�cermat�, maka ukuran 
maks�mum untuk tanah bangunan 
d�dasarkan pada luas dan jumlah 
tanah. Hal �n� berart� bahwa b�la sudah  
d�tentukan maks�mum untuk daerah 
tertentu seyog�anya d�bedakan antara 
daerah yang  mempunya� art� strateg�s 
bag� pembangunan dan daerah keg�atan 
pembangunannya belum berlaku 
secara intensive, maka kr�ter�anya 
dapat d�p�l�h antara :
1. Menentukan batas luas tertentu 

(ba�k untuk tanah yang sudah 
ada bangunan maupun yang 
belum ada), m�salnya 5.000 m2 

bag� daerah strateg�s dan 10.000 
m2 bag� daerah la�n dengan 
penentuan b�dang tanah sek�tar 5 
atau 10 b�dang atau ;

2. Hanya menentukan batas luas 
tertentu tanpa menentukan 
b�dang tanahnya. Alternative 
kedua tampaknya leb�h fleks�bel 

meng�ngat adanya kemungk�nan 
penetapan luas kapl�ng tanah 
yang d�atur oleh pemer�ntah 
daerah yang bersangkutan untuk 
pembangunan.
Keadaan yang d�kemukakan 30 

tahun yang lalu jelas sudah berubah. 
Bahwa keadaan �n� sudah d�anggap perlu 
d�tangan�, tampak dar� pembuatannya 
dalam berbaga� Ketetapan MPR, 
yang d�awal� dengan TAP RI No. IV/
MPR/1978 yang mengatur tentang 
perlunya menata kembal� penggunaan, 
penguasaan dan pem�l�kan tanah untuk 
mewujudkan kead�lan sos�al. Hal yang 
sama d�tetapkan lag� dalam TAP MPR 
RI No. II/MPR/1988. terakh�r dengan 
TAP MPR RI No. II/MPR/1993 
secara ekspl�s�t d�sebutkan tentang 
pent�ngnya pembatasan pem�l�kan dan 
penguasaan tanah �n�, antara ber�kut:
 “Penataan penggunaan tanah 

perlu memperhatikan hak-
hak rakyat atas tanah, batas 
maksimum kepemilikan tanah 
pertanian dan perkotaan serta 
mencegah penelantaran tanah 
termasuk berbagai upaya 
untuk mencegah pemutusan, 
penguasaan yang merugikan 
kepentingan rakyat.“10

Bahwa yang d�batas� �tu t�dak 
terbatas pada kepem�l�kan tanah 
dan bangunan saja, mela�nkan juga 
penguasaannya, karena penguasaan 
tanah mempunya� jangkauan 
pengert�an yang leb�h luas, yakn� 

10  Ibid, hlm. 13.
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mel�put� penguasaan yang d�dasarkan 
pada suatu hak maupun penguasaan 
yang d�dasarkan pada suatu kuasa 
yang pada kenyataan member�kan 
wewenang untuk melakukan perbuatan 
hukum selayaknya seseorang yang 
mempunya� hak. 

Pember�an atas hak tentunya 
mel�hat status, sejauh manakah hak 
�tu akan d�ber�kan dengan mel�hat 
kegunaan dan dar�pada pener�maan 
hak �tu, walaupun k�ta tahu bahwa 
hak-hak atas tanah apapun yang 
melekat d� atasnya fungs� sos�al, yang 
art�nya apab�la kepent�ngan umum 
leb�h menghendak� dapat saja haknya 
d�cabut. Akan tetap� seyog�anya 
pember�an hak �n� akan leb�h jelas 
menjam�n rasa aman dan pemegang 
hak.11

Penjelasan angka II (4) UUPA, 
telah menggar�skan bahwa hak atas 
tanah apapun yang ada pada seseorang, 
t�daklah dapat d�benarkan, bahwa 
tanahnya �tu akan d�pergunakan (atau 
t�dak d�pergunakan) semata-mata 
untuk kepent�ngan pr�bad�nya, apalag� 
j�ka hal �tu men�mbulkan kerug�an 
bag� masyarakat. Penggunaan tanah 
harus d�sesua�kan dengan keadaannya 
dan s�fat dar�pada haknya, h�ngga 
bermanfaat ba�k bag� kesejahteraan 
dan kebahag�aan yang mempunya�nya 
maupun bag� masyarakat dan negara. 
Maka penegasan tersebut harus d�s�kap� 
bahwa pem�l�k tanah secara luas dan 
penelantaran tanah yang d�lakukan 
11 Soedharyo So�m�n, Status Hak dan Pembebasan 

Tanah, Cet. II, S�nar Graf�ka, Jakarta, 2008, 
hlm. 17.

oleh pem�l�knya t�dak d�upayakan 
atau secara produkt�f telah menyalah� 
fungs� sos�al seh�ngga wajar kalau 
negara dapat mengakh�r� atau hak-
haknya kembal� kepada pemegang 
“hak menguasa� negara”. 

Dalam penel�t�an �n� penul�s 
menggunakan bahan hukum berupa 
peraturan perundang-undangan dan 
l�teratur hukum yang berka�tan dengan 
permasalahan yang d�bahas. Penul�s 
juga menyadar� bahwa penel�t�an 
�n� mem�l�k� beberapa kem�r�pan 
dengan penel�t�an tetap� penul�san 
�n� tentu mem�l�k� perbedaan dalam 
hal pembahasan pada penel�t�an �n�. 
Adapun penel�t�an la�n yang terka�t 
dengan Penerapan Pr�ns�p Kepent�ngan 
Umum Terhadap Tanah Terlantar, 
antara la�n:
1.  Judul Penel�t�an : Penggunaan 

Kuasa Menjual D� Dalam 
Peral�han Hak M�l�k Atas Tanah 
Melalu� Jual-Bel�. Dengan 
tujuan penel�t�an ya�tu untuk 
member�kan gambaran tentang 
sahnya peral�han hak m�l�k atas 
tanah melalu� jual-bel�, secara 
khusus untuk menelaah apakah 
penggunaan kuasa mutlak d� 
dalam peral�han hak m�l�k atas 
tanah melalu� jual-bel� adalah 
legal/sah secara hukum atau 
sebal�knya.12

12 Adnyana, Penggunaan Kuasa Menjual d� dalam 
Peral�han Hak M�l�k Atas  Tanah Melalu� 
Jual-Bel�, Jurnal Mag�ster Hukum Udayana 
(Udayana Master Law Journal), Vol.4, No.1, 
Ed�s� Me� 2015,https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php/jmhu/art�cle/v�ew/13050, d�akses tanggal 
20 Oktober 2017.
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2.  Judul Penel�t�an: Pr�ns�p-
Pr�ns�p Pengelolaan Tanah 
Wakaf Guna Pen�ngkatan 
Kesejahteraan Masyarakat. 
Dengan tujuan penel�t�an ya�tu: 
untuk memaham� terka�t pr�ns�p-
pr�ns�p dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan tanah wakaf guna 
untuk pen�ngkatan kesejahteraan 
masyarakat.13

3.  Perl�ndungan Hukum Bag� 
Pemegang Sert�f�kat Hak M�l�k 
Atas Tanah dalam Ketentuan 
Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 
Tahun 1997. Dengan tujuan 
penel�t�an ya�tu untuk mengkaj� 
kepast�an hukum sert�f�kat 
hak m�l�k atas tanah d�ka�tkan 
dengan Pasal 32 ayat (2) PP 
No. 24/1997, berka�tan dengan 
lewatnya batas waktu l�ma tahun 
dalam peraturan tersebut; Untuk 
mengkaj� leb�h dalam tentang 
perl�ndungan hukum bag� 
pemegang sert�f�kat hak m�l�k 
atas tanah berka�tan dengan 
Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 
tentang Pendaftaran Tanah.14

13 Suh�rman, Pr�ns�p-Pr�ns�p Pengelolaan 
Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Pen�ngkatan 
Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Mag�ster 
Ilmu Hukum Udayana (Udayana Master Law 
Journal), Vol. 4, No. 2 : 252–262, Ed�s� Jul� 
2015, https://ojs.unud.ac.id/index.php/
jmhu/article/view/17521, d�akses tanggal 21 
Oktober 2017.

14 Putu Ade Harr�estha Martana, Perl�ndungan 
Hukum Bag� Pemegang Sert�f�kat Hak M�l�k 
Atas Tanah dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) 
PP No. 24 Tahun 1997, Jurnal Mag�ster Hukum 
Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 
3 No. 1 Ed�s� Maret 2014 https://ojs.unud.
ac.id/index.php/jmhu/article/view/8448, 
d�akses tanggal 21 Oktober 2017.

   Adapun tujuan dar� penel�t�an 
yang d�lakukan penul�s �n� 
�alah �ng�n mengetahu� dan 
memaham� batas-batas absolut 
dar� hak m�l�k yang d�m�l�k� 
oleh �nd�v�du terhadap tanah; 
dan �ng�n memaham� hubungan 
antara pr�ns�p kepent�ngan 
umum atas tanah.

II. METODE PENELITIAN
T�pe penel�t�an yang d�gunakan 

dalam menyusun jurnal �n� adalah t�pe 
Penel�t�an Hukum karena penel�t�an �n� 
d�lakukan berdasarkan aturan-aturan 
hukum yang d�telaah guna menemukan 
solus� dar� permasalahan �su hukum 
yang d�hadap� dalam penel�t�an hukum 
�n�.15  

Pendekatan masalah yang 
d�gunakan dalam penul�san tes�s �n� 
adalah menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan konsep 
(conceptual approach).16 Pendekatan 
perundang-undangan (statute 
approach) �n� d�lakukan dengan 
melakukan penelahan mendalam 
terhadap peraturan perundang-
undangan yang berka�tan dengan kasus 
�n�. Pendekatan konsep (conceptual 
approach) merupakan pendekatan yang 
d�dasarkan pada buku-buku ataupun 
l�teratur yang menjelaskan tentang 
hal-hal atau konsep-konsep yang dapat 
membantu dalam menganal�s�s kasus 

15 Peter Mahmud Marzuk�, Penelitian Hukum, 
Kencana Perdana Med�a, Surabaya, 2014, 
hlm. 60.

16 Ibid.,.hlm. 93.
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�n�, sepert� Konsep kepent�ngan umum 
terhadap tanah dan konsep tanah 
terlantar. 

Berdasarkan latar belakang  
dapat tad� dapat d�kemukakan rumusan 
masalah yang sekal�gus menjad� 
tujuan dalam makalah �n� ya�tu untuk 
mengkaj� dan menganal�s�s hak�kat 
dar� pr�ns�p kepent�ngan umum atas 
tanah dan upaya hukum yang dapat 
d�lakukan oleh p�hak ket�ga terhadap 
tanah terlantar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hakikat Kepentingan Umum 

Atas Tanah
Keh�dupan komun�tas 

masyarakat tertentu, pada dasarnya 
dokt�rn yang berlaku adalah doktr�n 
yang mewaj�bkan set�ap warga 
negara sebaga� �nd�v�du untuk selalu 
mengalah dem� kesejahteraan orang 
banyak d� komun�tas daerah lokal nya. 
Art�nya dengan kesed�aannya untuk 
mengalah dan rela berkorban dem� 
kepent�ngan umum, yang dalam art� 
konkret sebaga� pengorbanan untuk 
orang banyak, mereka dapat d�ter�ma 
dan d�ber� tempat d� tengah keh�dupan 
komun�tas nya.17

Dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA,  
menguasa� dan menggunakan tanah 
secara �nd�v�dual d�mungk�nkan dan 
d�perbolehkan, hal �tu d�tegaskan 
dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 
21, 29, 36, 42, dan 45 UUPA, yang 
ber�s�kan persyaratan pemegangan 
hak atas tanah juga menunjukkan 

17 Adr�an Suted�, Op., Cit., hlm. 84. 

pr�ns�p penguasaan dan penggunaan 
tanah secara �nd�v�dual. Namun, hak-
hak atas tanah yang �nd�v�du dan 
bers�fat pr�bad� tersebut dalam UUPA 
terkandung unsur kebersamaan atau 
unsur kemasyarakatan tersebut ada 
pada t�ap hak atas tanah, karena semua 
hak atas tanah secara langsung ataupun 
t�dak langsung bersumber dar� Hak 
Bangsa, yang merupakan hak bersama. 
Persoalan yang mas�h d�hadap� 
sehubungan dengan pelaksanaan 
kepent�ngan umum adalah menentukan 
t�t�k kese�mbangan antara kepent�ngan 
umum dan kepent�ngan pr�bad� d� 
dalam pembangunan.18 

Menurut Jhon Sal�ndeho, 
kepent�ngan umum sebaga� 
kepent�ngan bangsa dan negara serta 
kepent�ngan bersama dar� rakyat, 
dengan tetap memperhat�kan seg�-seg� 
pol�t�k, ps�kolog�s dan Hankamnas 
atas dasar asas-asas pembangunan 
nas�onal dengan meng�ndahkan 
ketahanan nas�onal sebaga� wawasan 
nusantara.19

D� s�s� la�n, pengert�an umum 
untuk “kepent�ngan masyarakat”, kata 
�n� mempunya� art� b�as seanda�nya 
d�tafs�rkan secara legalistic 
formalistic. Oleh karena �tu, �st�lah 
�n� harus d�tafs�r secara teolog�s 
(sos�olog�s), yakn� menafs�rkan 
�st�lah masyarakat menurut keadaan 
masyarakat �ndones�a. Mel�hat dar� 
18 A. A. Oka Mahendra, Menguak Masalah 

Hukum, Demokrasi dan Pertanahan,  Cet. I, 
S�nar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 256.

19 Jhon Sal�ndeho, Masalah Tanah Dalam 
Pembangunan, Cet. II, S�nar Graf�ka, Jakarta, 
1993, hlm. 40. 
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s�fat masyarakat ya�tu gesellschaft 
mempunya� c�r�-c�r� hubungan 
�nd�v�dual dengan �nd�v�du yang 
la�nnya bers�fat pamr�h dan ras�onal 
serta mempert�mbangkan untung rug�. 
Masyarakat terbag�-bag� berdasarkan 
kelas ekonom�, yakn� ekonom� atas, 
menengah dan bawah. Perpaduan 
dalam komun�tas masyarakat �n� 
bers�fat atom�st�s yang mempunya� 
art� bahwa masyarakat d�gambarkan 
sebaga� perkumpulan �nd�v�du yang 
satu dengan la�nnya relat�f t�dak 
ada perekatannya.20 Jad� bentuk 
kepent�ngan umum pada masyarakat 
gesellschaft bers�fat komunal dan 
agrar�s pedesaan mempunya� karakter 
yang berbeda dengan perkotaan.

Secara term�n�log� kepent�ngan 
umum “untuk masyarakat banyak” 
secara sek�las sudah cukup jelas, namun 
kalau d�paham� dengan berempat� d� 
lapangan akan t�mbul permasalahan. 
Kata “banyak” d�atas mempunya� 
maksud berupa jumlah. Mungk�nklah 
yang d�maksud rakyat banyak tersebut 
adalah perband�ngan antara rakyat 
yang d�bebaskan tanahnya untuk 
kepent�ngan umum harus leb�h banyak 
d�band�ngkan dengan rakyat pener�ma 
manfaat keg�atan untuk kepent�ngan 
umum yang d�rencanakan. Tujuan 
dar� kepent�ngan umum �alah 
untuk men�ngkatkan kesejahteraan 
masyarakat umum dan t�dak mencar� 
keuntungan atau laba. Kecual� �tu 
apa yang d�sebut kepent�ngan umum 
�tu menyangkut kepent�ngan bangsa 
20 M. Munandar, Dinamika Masyarakat Transisi, 

Pustaka Pelajar, Jakarta,1998, hlm. 45. 

dan negara, pelayanan umum dalam 
masyarakat luas, rakyat banyak dan 
pembangunan.21 

Menentukan kr�ter�a atau ukuran 
kepent�ngan umum sangatlah t�dak 
mudah, karena kepent�ngan umum 
�tu send�r� adalah konsep yang kabur 
seh�ngga sul�t untuk d�def�n�s�kan.22 
T�dak set�ap kepent�ngan pemer�ntah 
selalu bertujuan untuk kepent�ngan 
umum, m�salnya pembangunan 
pelabuhan, memang �tu kepent�ngan 
pemer�ntah tetap� bukan kepent�ngan 
umum, karena pada akh�rnya 
akan d�kelola oleh BUMN yang 
selalu mencar� keuntungan untuk 
member�kan pendapatan bag� negara 
dan BUMN send�r�. D� s�s� la�n hal 
�n� t�dak member�kan manfaat bag� 
masyarakat luas dan rakyat.

Agar kepent�ngan umum t�dak 
berpeluang untuk d�tafs�rkan sesua� 
hendak pemer�ntah, d�perlukan adanya 
kr�ter�a yang harus d�patut� oleh 
pemer�ntah dan dapat d�pertanggung 
jawabkan secara hukum. Kr�ter�a 
kepent�ngan umum yang ba�k dapat 
d�tetapkan j�ka berpedoman pada 
syarat-syarat un�versal yang harus 
ada dalam kepent�ngan umum. Syarat 
utama dan mendasar� semua syarat 
kepent�ngan umum adalah c�ta-c�ta dan 
tujuan negara yang telah d�atur d� dalam 
pembukaan UUD NRI 1945. C�ta-c�ta 

21 Sud�kno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 
Cet. III, L�berty, Yogyakarta, 2002, hlm. 45. 

22 W�nner S�torus, Kepentingan Umum dalam 
Perlindungan Paten, Majalah YURIDIKA, 
Volume 29, No 1, Fakultas Hukum Un�vers�tas 
A�rlangga, Surabaya, Januar� - Apr�l 2014, 
hlm. 44



392

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  September 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 3 : 383 - 403

negara adalah mewujudkan rakyat, 
bangsa dan negara yang merdeka, 
bersatu, berdaulat ad�l dan makmur. 
Sedangkan yang menjad� tujuan 
negara adalah mel�ndung� rakyat, 
segenap bangsa, dan tumpah darah, 
memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan keh�dupan bangsa. C�ta 
dan tujuan negara tersebut menjad� 
penentu negara untuk mewujudkan 
kead�lan, persatuan dan kesatuan, 
kemakmuran dan kesejahteraan, serta 
mel�ndung� rakyat Indones�a.

Berdasarkan Peraturan Pres�den 
Nomor 36 Tahun 2005 d�sebutkan 
c�r�-c�r� keg�atan untuk kepent�ngan 
umum, yakn� 
 “kepentingan umum adalah 

kegiatan pembangunan yang 
dimiliki, dilakukan oleh 
pemerintah dan bersifat non 
profit.’

Ada  t�ga pr�ns�p yang 
dapat d�tar�k kes�mpulan bahwa 
suatu keg�atan benar-benar untuk 
kepent�ngan umum, ya�tu:
1. Keg�atan tersebut benar-benar 

d�m�l�k� oleh pemer�ntah.
 Kal�mat �n� mengandung 

batasan bahwa keg�atan untuk 
kepent�ngan umum t�dak 
dapat d�m�l�k� oleh perorangan 
ataupun swasta. dengan kata 
la�n swasta dan perorangan t�dak 
mem�l�k� jen�s-jen�s keg�atan 
untuk kepent�ngan umum yang 
membutuhkan pembebasan 
tanah-tanah hak maupun negara.

2. Keg�atan pembangunan terka�t 
d�lakukan oleh pemer�ntah.

 Kal�mat �n� member�kan batasan 
bahwa proses pelaksanaan dan 
pengelolaan suatu keg�atan untuk 
kepent�ngan umum hanya dapat 
d�perankan oleh pemer�ntah. 

3. T�dak mencar� keuntungan
 Kal�mat �n� membatas� tentang 

fungs� suatu keg�atan untuk 
kepent�ngan umum seh�ngga 
benar-benar berbeda dengan 
kepent�ngan swasta yang 
bertujuan untuk mencar� 
keuntungan seh�ngga 
terkual�f�kas� bahwa keg�atan 
untuk kepent�ngan umum sama 
sekal� t�dak boleh mencar� 
keuntungan.
Kr�ter�a kepent�ngan umum 

d� atas agar secara efekt�f dapat 
d�laksanakan d� lapangan tentunya 
harus memenuh� kr�ter�a s�fat, karena 
bentuk, dan kr�ter�a karakter�st�k/c�r�-
c�r�, yakn�:23

1. Penerapan untuk kr�ter�a s�fat 
suatu keg�atan untuk kepent�ngan 
umum agar mem�l�k� kual�f�kas� 
untuk kepent�ngan umum 
harus memenuh� salah satu 
s�fat dar� beberapa s�fat yang 
telah d�tentukan dalam daftar 
s�fat kepent�ngan sebaga�mana 
tercantum dalam Pasal 1 Undang-
Undang 20 Tahun 1961. Jad� 
penggunaan daftar s�fat tersebut 
bers�fat waj�b alternat�f.

23 Adr�an Sutend�, Op., Cit., hlm. 76. 
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2. Penerapan untuk kr�ter�a bentuk 
suatu keg�atan untuk kepent�ngan 
umum agar mempunya� 
kual�f�kas� sebaga� keg�atan 
untuk kepent�ngan umum harus 
memenuh� salah satu syarat 
bentuk kepent�ngan umum 
sebaga�mana d�tentukan dalam 
bentuk keg�atan kepent�ngan 
umum tersebut sebaga�mana 
tercantum dalam Pasal 2 Inpres 
1973 dan Pasal 5 Peraturan 
Pres�den No. 36 Tahun 2005.

3. Penerapan untuk kr�ter�a c�r�-
c�r� kepent�ngan umum agar 
memenuh� kual�f�kas� c�r�-c�r� 
kepent�ngan umum seh�ngga 
benar-benar berbeda dengan 
kepent�ngan umum, yakn� 
bahwa  keg�atan tersebut benar-
benar d�m�l�k� pemer�ntah, 
d�kelola oleh pemer�ntah dan 
t�dak untuk mencar� keuntungan, 
sebaga�mana d�atur dalam Pasal 
5 ayat (2) Peraturan Pres�den 
Nomor 36 Tahun 2005.
B�la mana pencabutan 

hak tersebut d�lakukan tanpa 
meng�ndahkan, persyaratan-
persyaratan, maka perbuatan yang 
d�lakukan oleh pemer�ntah dapat d�n�la� 
sebaga� perbuatan yang melanggar 
hukum (onrectmatige overheidsdaad) 
atau sebaga� penyalahgunaan 
wewenang. untuk memenuh� amanat 
dar� ketentuan Pasal 18 UUPA, 
pemer�ntah pada tahun 1969 telah  
menetapkan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1968 tentang Pencabutan 

Hak-Hak Atas Tanah dan Benda 
d�atasnya. Ketentuan dalam Pasal 18 
UUPA menggar�skan bahwa untuk 
kepent�ngan bangsa dan negara serta 
kepent�ngan bersama dar� rakyat 
hak atas tanah dapat d�cabut dengan 
member�kan gant� kerug�an.24 

Penetapan gant� rug� yang 
d�ber�kan harus mempert�mbangkan 
status hak atas tanah yang bersangkutan. 
J�ka statusnya Hak m�l�k maka 
harus menjad�kan pert�mbangan dan 
perk�raan yang akurat terhadap harga 
gant� rug�nya. Art�nya harus leb�h 
besar dar� hak-hak atas tanah la�nnya 
sepert� HGB dan HGU. Gant� rug� t�dak 
saja d�ber�kan kepadanya tanahnya, 
tetap� juga harus memperh�tungkan 
benda-benda yang ada d� atas tanah 
hak m�l�k, sepert� bangunan, pagar, 
tanaman, l�str�k, telepon, p�pa a�r, a�r 
ledeng dan la�nnya. Gant� rug� bukan 
hanya d�ber�kan kepada pem�l�k tanah, 
tetap� juga kepada mereka yang sedang 
menyewa tanah dan atau rumah atau 
menggarap tanah yang bersangkutan.

Pr�ns�p-pr�ns�p dasar gant� 
rug� karena pencabutan hak yang 
merupakan pedoman adalah:
1. Harga pasar yang layak (fair 

market value), yakn� pemanfaatan 
yang tert�ngg� dan terba�k.

2. Doktr�n fas�l�tas, yakn� 
member�kan tanah penggant� 
apab�la pem�l�k tanah sukar 
memperoleh tanah penggant� 

24 Marm�n M. Roosad�jo, Tinjauan  Pencabutan 
Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang 
Ada di Atasnya, Cet. I, Ghal�a Indones�a, 
Jakarta, 1979, hlm. 17.
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karena harga tanah penggant� 
mahal. 

3. Pr�ns�p kead�lan.25

 Hal �n� sejalan dengan pandangan 
Telders, bahwa yang berhak 
untuk penggant�an kerug�an 
adalah pem�l�k, penyewa dan 
pachter26 Schenk memperjelas 
bahwa gant� rug� �tu sepenuhnya 
mel�put�:27

 1. Set�ap kerug�an ak�bat 
langsung dar� pencabutan 
hak yang harus d�gant� 
sepenuhnya.

 2. Kerug�an d�sebabkan 
s�sa yang t�dak d�cabut 
haknya menjad� berkurang 
n�la�nya.

 3. Kerug�an karena t�dak 
dapat mempergunakan 
benda tersebut, tau karena 
keh�langan penghas�lan.

 4. Kerug�an karena mencar� 
tempat usaha la�n sebaga� 
penggant�nya.

Boed� Harsono juga berpendapat 
bahwa keb�jakan mengena� pember�an 
gant�-rug� sebenarnya t�daklah 
terbatas pada penggant�an n�la� tanah-
bangunan, dan tanam-tanaman, tetap� 
juga seharusnya mel�put� pen�la�an 
kerug�an yang bers�fat �mmater�al dan 

25 Mun�r Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan 
Praktik, Cet. II, C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung,  

1999, hlm. 314. 
26 A.P. Parl�ndungan, Pencabutan, dan 

Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi 
Perbandingan, Cet. I, Mandar Maju, 1993, h. 
50 d�kut�p dar� Teders C.H., Schadeloosstelling 
voor Onteingenings, 1968, hlm. 25.

27 Ibid., d�kut�p dar� W. Schenk, Onteingening, 
Serie Recht en Praktijk, 1975, hlm. 60.

kerug�an yang t�mbul, sepert� keg�atan 
usahanya, ak�bat perp�ndahan ke 
tempat la�n, jumlah pelanggan dan 
keuntungan yang berkurang.28

Pember�an gant� kerug�an dapat 
d�ber�kan dalam berupa uang, tanah 
penggant�, pemuk�man kembal�, 
kepem�l�kan saham, bentuk la�n 
yang d�setuju� para p�hak, namun 
yang menjad� persoalan dalam j�ka 
pemegang hak atas tanah t�dak 
menyetuju� segala bentuk dan jen�s 
gant� rug� pada �nt�nya adalah t�dak 
mau melakukan pelepasan hak 
walaupun ada gant� rug�. maka dalam 
hal �n� pemegang hak atas tanah dapat 
menolak dan mengajukan keberatan 
kepada pengad�lan neger� setempat 
dalam waktu pal�ng lama 14 har� kerja 
setelah musyawarah penetapan gant� 
rug� d�lakukan. 29

Setelah pengad�lan neger� 
memutus bentuk dan jen�s gant� rug� 
tetap� pemegang hak atas tanah tetap 
menolak gant� kerug�an tersebut 
maka pemegang hak atas tanah 
dapat mengajukan kasas� kepada 
Mahkamah Agung RI. Dengan 
dem�k�an, maka putusan Pengad�lan 
Neger� atau Mahkamah Agung yang 
telah memperoleh kekuatan hukum 
28  Boed� Harsono, “Masalah Kerangka Persoalan 

dan Pokok-Pokok Keb�jaksanaan Pertanahan 
Nas�onal, dalam BF S�homb�ng, Pergeseran 
Kebijakan Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Pemerintahan dan Swasta (Studi 
Kasus Pengaturan Pemilikan, Pengusaha 
Tanah di Provinsi DKI Jakarta), D�sertas�, 
Un�vers�tas Indones�a, Jakarta, 2004.

29 Pasal 38 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2012, 
keberadaan pasal �n� bertujuan untuk 
mel�ndung� hak pr�bad� yang d�m�l�k� oleh 
pem�l�k / pemegang hak atas tanah.
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tetap menjad� dasar pembayaran 
gant� kerug�an kepada p�hak yang 
mengajukan gugatan, art�nya bahwa 
dalam proses d� Pengad�lan �n�, pola 
musyawarah dalam penetapan gant� 
rug� t�daklah berhas�l mencapa� 
kesepakatan. 30

3.1.1. Tanah Terlantar 
Def�n�s� tanah terlantar t�dak 

d�atur d� dalam Peraturan Pemer�ntah 
Republ�k Indones�a Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Penert�ban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar 
(selanjutnya d�s�ngkat menjad� PP 
No.11 tahun 2010”), tetap� d�atur d� 
dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal Republ�k 
Indones�a Nomor 4 tahun 2010 tentang 
Tata Cara Penert�ban Tanah Terlantar. 
Tanah terlantar adalah tanah yang 
sudah d�ber�kan hak oleh negara berupa 
Hak M�l�k, Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, Hak Paka� dan Hak 
Pengelolaan, atau dasar penguasaan 
atas tanah yang t�dak d�usahakan, t�dak 
d�pergunakan, atau t�dak d�manfaatkan 
sesua� dengan keadaannya atau s�fat 
dan tujuan pember�an hak atau dasar 
penguasaannya.

Namun Pengert�an Tanah 
Terlantar �n� harus d�bedakan dengan 
pengert�an Tanah yang d��nd�kas�kan 
Terlantar, adapun yang d�maksud 
dengan Tanah yang d��nd�kas�kan 
Terlantar  adalah tanah yang d�duga 

30 Hamd�, Penyelesa�an Sengketa Penetapan 
Gant� Rug� dalam Pengadaan Tanah 
untukPembangunan Kepent�ngan Umum 
(kaj�an terhadap UU No. 2 tahun 2002), Jurnal 
IUS, Volume II, 1 Apr�l 2014, hlm. 103.

t�dak d�usahakan, t�dak d�pergunakan, 
atau t�dak d�manfaatkan sesua� dengan 
keadaan atau s�fat dan tujuan pember�an 
hak atau dasar penguasaannya yang 
belum d�lakukan �dent�f�kas� dan 
penel�t�an. (Pasal 1 Angka 5 Perka 
BPN No.4 Tahun 2010).

Perbedaan keduanya terletak 
pada telah atau t�daknya d�lakukan 
�dent�f�kas� dan penel�t�an terhadap 
suatu tanah yang t�dak d�usahakan, 
t�dak d�pergunakan, atau t�dak 
d�manfaatkan sesua� dengan keadaan 
atau s�fat dan tujuan pember�an haknya 
tersebut, seh�ngga sebelum adanya 
penetapan suatu tanah dalam kond�s� 
d� atas suatu tanah t�dak b�sa d�katakan 
tanah terlantar mela�nkan mas�h 
berstatus tanah yang d��nd�kas�kan 
tanah terlantar.

Ak�bat hukum dar� tanah 
terlantar  adalah tanah tersebut jatuh 
kepada negara sebaga�mana d�atur 
dalam Pasal 27 sub a UUPA

Hak m�l�k hapus b�la :
a. Tanahnya jatuh kepada negara : 
 1. Karena pencabutan hak 

berdasarkan Pasal 18
 2. Karena penyerahan sukarela 

oleh pem�l�knya
 3. Karena d�telantarkan

Dalam penjelasan Pasal 27 
UUPA, tanah d�telantarkan j�ka 
dengan sengaja t�dak d�pergunakan 
sesua� dengan keadaannya atau s�fat 
dan tujuan dar� pada haknya.31

31 Dalam ketentuan pasal �n� saya setuju dengan 
mean�ng dar� Pasal 27 UUPA �n�. Hal �n� 
d�sebabkan untuk mengatas� permasalahan 
terka�t adanya ket�mpangan kepem�l�kan dan 
penguasaan terhadap tanah. Sela�n �tu dem� 
men�ngkatkan cara-cara produks�, konsums� 



396

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  September 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 3 : 383 - 403

3.1.2. Pembebasan Tanah Dan 
Pencabutan Hak-Hak Atas 
Tanah
Indones�a sekarang dalam 

suasana pembangunan sebaga�mana 
k�ta b�sa l�hat dar� kebutuhan akan 
tanah semak�n men�ngkat. Usaha-
usaha pengembangan perkotaan ba�k 
berupa perluasan dengan membuka 
tempat-tempat pemuk�man baru 
d�p�ngg�ran kota maupun usaha-usaha 
pemekarannya sesua� dengan tata 
kota senant�asa membutuhkan tanah 
untuk keperluan tersebut. Sepert� 
pembangunan gedung-gedung sekolah, 
pasar �npres, puskesmas, dan pelebaran 
jalan �tu semuanya memerlukan tanah 
sebaga� sarana utamanya.

Ada berbaga� kepent�ngan yang 
kel�hatannya sal�ng bertentangan 
antara satu dengan persoalan tanah 
dalam pembangunan �tu. D� satu s�s� 
pembangunan sangat memerlukan 
tanah sebaga� sarana utama, sedangkan 
d� la�n p�hak warga masyarakat 
memerlukan ranah tersebut sebaga� 
tempat pemuk�man dan tempat mata 
pencahar�annya. Pembangunan 
banyak d�jad�kan sebaga� kamb�ng 
h�tam, yang men�mbulkan kesan 
bahwa segala sesuatunya akan menjad� 
halal b�lamana d�lakukan untuk dan 
dem� pembangunan sekal�pun hal 
tersebut bertentangan dengan hukum 
(melanggar hukum). Hal tersebut 
bertentangan dengan asas pembangunan 
yang berupa asas per�kemanus�aan 

dan d�str�bus� pangan seh�ngga mencapa� 
perkembangan dan pemanfaatan sumber daya 
alam yang ef�s�en.

dalam kese�mbangan.32

Pr�ns�p-pr�ns�p dan ketentuan-
ketentuan hukum haruslah tetap 
d�jad�kan landasan sesua� dengan 
pr�ns�p bahwa negara Indones�a adalah 
suatu negara hukum. d� samp�ng �tu 
juga harus d�perhat�kan asas-asas 
kesejahteraan (prosperity) sesua� 
dengan apa yang menjad� tujuan negara 
k�ta untuk mewujudkan  masyarakat 
yang sejahtera atau masyarakat yang 
ad�l dan makmur tanpa mengaba�kan 
asas-asas keamanan seh�ngga stab�l�tas 
nas�onal akan tetap terpel�hara.

Berkenaan dengan pengamb�l 
al�han tanah penduduk yang akan 
d�paka� untuk keperluan pembangunan 
menurut ketentuan hukum yang 
berlaku d� Indones�a dapat d�bedakan 
dengan 2 (dua) saluran, ya�tu:
1. Pembebasan tanah �alah 

melepaskan hubungan hukum 
semula yang terdapat d�antara 
pemegang hak/penguasa atas 
tanah dengan cara pember�an 
gant� rug� atas dasar musyawarah 
dengan p�hak-p�hak yang 
bersangkutan.33 

2. Pencabutan hak-hak atas tanah 
�alah pengamb�lal�han tanah 
kepunyaan sesuatu p�hak oleh 

32 Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-
Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di 
Indonesia (Seri Hukum Agraria I ), alumn�, 
Bandung, 1978, hlm.14. (Selanjutnya d�s�ngkat 
menjad� Abdurrahman I).

33 Abdurrahman, Beberapa Aspek Hukum 
Tentang Masalah Pembebasan Tanah dalam 
Pelaksanaan Pembangunan, Majalah Or�entas� 
Fakultas Hukum Lampung Mangkurat Th. II 
No. 4, 1997, hlm. 9. (Selanjutnya d�s�ngkat 
menjad� Abdurrahman II)
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negara secara paksa, yang 
mengak�batkan hak atas tanak 
�tu menjad� hapus, tanpa yang 
bersangkutan melakukan suatu 
pelanggaran atau lala� dalam 
memenuh� kewaj�ban hukum.34

B�lamana k�ta menel�t� UUPA, 
Indones�a hanya mengenal “Pencabutan 
Hak” yang d�atur dalam Pasal 18 
UUPA. Pencabutan hak atas tanah 
untuk kepent�ngan umum merupakan 
suatu cara untuk memperoleh tanah 
yang d�gunakan untuk kepent�ngan 
umum, ya�tu setelah d�lakukan berbaga� 
cara t�dak membawa has�l sebaga�mana 
d�harapkan sedangkan keperluan untuk 
pembangunan tanah yang d�maksud 
sangat mendesak sekal�. Adapun yang 
berwenang melakukan pencabutan 
hak atas tanah adalah Pres�den sebaga� 
Pejabat Eksekut�f tert�ngg� setelah 
mendengar penjelasan dar� Menter� 
Dalam Neger�, Menter� Kehak�man 
dan menter� yang bersangkutan ya�tu 
menter� yang b�dang tugasnya mel�put� 
usaha yang mem�nta d�lakukannya 
pencabutan hak atas tanah tersebut. 

Kemud�an dalam beberapa pasal 
dalam UUPA d�tegaskan pula bahwa 
hak m�l�k, hak guna usaha dan hak 
guna bangunan akan hapus karena 
d�cabut untuk kepent�ngan umum, 
sebaga�mana d�atur dalam Pasal 27 
sub. a, Pasal 34 sub b dan Pasal 40 
sub d. Sela�n karena pencabutan hak 
34 Abdurrahman, Pencabutan Hak-Hak Atas 

Tanah Untuk Kepentingan Umum, Majalah 
Hukum, Penerb�t Yayasan Penel�t�an dan 
Pengembangan Hukum (law Center), No. 4 
Tahun ke-II-III, 1976, hlm. 51. (Selanjutnya 
d�s�ngkat menjad� Abdurrahman III)

menurut UUPA hak m�l�k, hak guna 
usaha dan hak guna bangunan akan 
menjad� hapus karena penyerahan 
dengan sukarela oleh pem�l�knya (Pasal 
27 sub a bag�an 2) atau d�lepaskan 
oleh pemegang haknya sebelum 
jangka waktunya berakh�r (Pasal 34 
sub c dan Pasal 40 sub c). Hak yang 
dem�k�an �n� laz�mnya d�sebut dengan 
“Pelepasan Hak”. Pelepasan hak adalah 
perbuatan seseorang pemegang hak 
untuk melepaskan apa yang menjad� 
haknya secara sukarela setelah kepada 
d�ber�kan suatu gant� rug� yang layak.

Pembebasan tanah dapat 
d�pandang Sebaga� langkah pertama 
untuk mendapatkan tanah penduduk 
ba�k yang akan d�gunakan untuk 
kepent�ngan umum maupun swasta. 
Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan 
Menter� Dalam Neger� Nomor 15  Tahun 
1975 tentang ketentuan-ketentuan 
mengena� tata cara pembebasan 
tanah untuk kepent�ngan pemer�ntah 
(yang selanjutnya d�s�ngkat menjad� 
Permendagr� No. 15 Tahun 1975), 
d�tegaskan bahwa yang d�maksud 
dengan pembebasan tanah adalah 
melepaskan hubungan hukum yang 
semula terdapat d�antara pemegang 
hak atau penguasa atas tanahnya 
dengan cara member�kan gant� rug�. 
J�ka k�ta mel�hat pasal tersebut, yakn� 
dar� p�hak penguasa maka pengamb�lan 
tanah seseorang adalah sebaga� 
pembebasan (hak) tanah, d�mana p�hak 
pemer�ntah membebaskan tanah yang 
bersangkutan dar� hak dan kekuasaan 
s� pemegang haknya, seh�ngga tanah 
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yang d��ng�nkan benar-benar dar� 
kekuasaannya. Sedangkan d�l�hat 
dar� sudut pandang s� pemegang hak, 
maka perbuatannya adalah berupa 
pelepasan hak atas tanah, ya�tu s� 
pemegang hak atas tanahnya secara 
sukarela melepaskan haknya, setelah 
�a mendapatkan gant� rug� yang layak.

Persoalan mengena� gant� rug� 
dalam pembebasan tanah adalah 
menyangkut masalah hak-hak 
dar� pem�l�k tanah yang tanahnya 
d�bebaskan, seh�ngga dapatlah 
d�katakan bahwa unsur uang mutlak 
harus ada dalam pelaksanaan 
pembebasan tanah (gant� rug�). Menurut 
Pasal 6 PMDN No 15 tahun 1975 telah 
d�tegaskan  mengena� besarnya gant� 
rug�, pan�t�a pembebasan tanah harus 
mengadakan musyawarah kepada 
pem�l�k atau pemegang hak atas tanah 
dan atau benda atau tanaman yang ada 
d� atasnya berdasarkan harga umum 
setempat. Jad� berdasarkan Pasal 
tersebut, untuk menetapkan gant� 
rug� haruslah d�perhat�kan 2 (dua) hal 
ya�tu:35

a. Penetapan gant� rug� haruslah 
d�dasarkan musyawarah antara 
pan�t�a dengan pemegang hak 
atas tanah. D� dalam mengadakan 
penafs�ran penetapan besarnya 
gant� rug�, pan�t�a hendaknya 
mengusahakan tercapa�nya 
persetujuan kedua belah p�hak 
berdasarkan musyawarah

b. Penetapan gant� rug� haruslah 
memperhat�kan harga umum 
setempat, d� samp�ng harus 

35  Abdurrahman, Op.cit, hlm. 33

memperhat�kan faktor-faktor 
la�n yang mempengaruh� harga 
tanah.
Tanah-tanah yang  d�bebaskan 

dengan mendapatkan gant� rug�, 
menurut ketentuan Pasal 1 ayat 5 
PMDN dapat berupa tanah-tanah 
yang telah mempunya� suatu hak 
berdasarkan UUPA dan tanah-tanah 
masyarakat hukum adat. Jad� perbuatan 
�n� harus d�dasarkan pada kesukarelaan 
s� pemegang hak.

Ist�lah pencabutan hak atas tanah 
�n� d�kenal atau d�gunakan secara 
tegas dalam UU No 20 Tahun 1961 
tentang Pencabutan Hak Atas Tanah, 
sedangkan sebelumnya tercantum 
dalam Stbl. 1920 No 574 d�pergunakan 
dengan �st�lah Onteigening menurut 
art� sesungguhnya hanya berart� 
pencabutan hak eigendom (hak m�l�k 
saja sebaga�mana halnya yang d� 
cantum dalam Pasal 27 UUDS) akan 
tetap� �st�lah Onteigening  tersebut 
d�art�kan secara luas dalam art� t�dak 
saja pencabutan hak eigendom,  akan 
tetap� mel�put� pencabutan-pencabutan 
terhadap hak-hak la�nnya.

Menurut ketentuan hukum yang 
berlaku berkenaan dengan pencabutan 
hak �n�, maka untuk pelaksanaannya 
pencabutan hak atas tanah untuk 
kepent�ngan umum harus d�penuh�nya 
beberapa syarat :
1. Pencabutan hak atas tanah 

dapat d�lakukan b�lamana 
kepent�ngan umum benar – 
benar menghendak�nya. Unsur 
kepent�ngan umum harus tegas 
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menjad� dasar dalam pencabutan 
hak �n�. Termasuk dalam 
pengert�an kepent�ngan umum 
�n� adalah kepent�ngan bangsa, 
negara, kepent�ngan bersama 
dar� rakyat serta kepent�ngan 
pembangunan.

2. Pencabutan hak hanya dapat 
d�lakukan oleh p�hak yang 
berwenang menurut tata cara 
yang d�tentukan dalam ketentuan 
perundang-undangan yang 
berlaku. Untuk keperluan �tu, 
pemer�ntah telah menetapkan 
Undang-Undang No. 20 Tahun 
1961 dan berbaga� ketentuan 
pelaksanaan guna mengatur 
acara pencabutan hak atas tanah 
tersebut.

3. Pencabutan hak atas tanah harus 
d�serta� dengan gant� kerug�an 
yang layak. Pem�l�k atau 
pemegang hak atas tanah berhak 
atas pembayaran sejumlah gant� 
kerug�an berdasarkan harga yang 
pantas.

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat 
Dilakukan Oleh Pihak Ketiga 
Terhadap Tanah Terlantar
Pasal 4 ayat (1)  UUPA 

menetapkan bahwa atas dasar hak 
menguasa� negara d�tentukan adanya 
macam-macam hak atas permukaan 
bum�, yang d�sebut tanah, yang dapat 
d�ber�kan kepada dan d�punya� oleh 
orang-orang, ba�k send�r� maupun 
bersama-sama dengan orang-orang 
la�n serta badan-badan hukum. 

hak atas tanah dapat d�ber�kan dan 
d�punya� oleh orang-orang secara 
send�r� maupun bersama-sama dengan 
orang la�n, dan kepada badan hukum 
Indones�a maupun badan hukum 
as�ng yang mempunya� perwak�lan d� 
Indones�a.36

UUPA member�kan pengakuan 
kepada �nd�v�du untuk berkedudukan 
sebaga� subjek hak atas tanah (untuk 
memperoleh hak atas tanah). J�ka 
kemud�an hak atas tanah tersebut 
d�hadapkan dengan kepent�ngan 
umum atau kepent�ngan masyarakat 
maka hak atas tanah perorangan 
tersebut t�dak dapat d�aba�kan beg�tu 
saja tetap� harus mendapatkan gant� 
rug�. Oleh karena �tu hak atas tanah 
tersebut t�dak bers�fat absolut tetap� 
mempunya� fungs� sos�al sepert� yang 
d�sebutkan dalam pasal 66 UUPA, 
menurut penjelasan umum angka II 
Nomor 4 UUPA d�sebutkan fungs� 
sos�al dar� hak atas tanah mempunya� 
art� sebaga� ber�kut :
1. T�dak d�benarkan bahwa 

tanahnya akan d�pergunakan ( 
t�dak d�pergunakan) semata-mata 
untuk kepent�ngan pr�bad�nya;

2. Penggunaannya t�dak boleh 
men�mbulkan kerug�an bag� 
masyarakat;

3. Penggunaannya harus sesua� 
dengan keadaan dan s�fat dar� 
haknya;

4. Penggunaannya t�dak saja 
bermanfaat bag� kesejahteraan 
dan kebahag�aan pemegang 

36 Ur�p Santoso, Op., Cit., hlm. 206. 
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haknya tap� juga bermanfaat pula 
bag� masyarakat dan negara.
D�sed�akan berbaga� cara 

untuk memperoleh hak atas tanah 
untuk d�perlukan, yang ketentuan-
ketentuannya d�susun dalam 
suatu s�stem yang d�dasarkan atas 
kenyataan:
a. Status tanah yang tersed�a:
 1) Tanah Negara, atau
 2) Tanahnya tanah hak.

Berdasarkan kr�ter�a d�atas, 
d�susun s�stem perolehan ba�k untuk 
keperluan pr�bad� atau usaha maupun 
untuk kepent�ngan umum sebaga� 
ber�kut:37

a. Kalau tanah yang tersed�a 
tanah Negara, harus melalu� 
permohonan hak baru;

b. Kalau tersed�a tanah hak, harus 
d�l�hat ya�tu:

 - Tergantung pada pemegang 
haknya apakah bersed�a 
atau t�dak;

 - J�ka pemegang hak 
bersed�a mengerahkan 
atau mem�ndahkan haknya 
terleb�h dahulu harus 
memenuh� syarat dan ada 
persetujuan bersama serta 
kata-sepakat menghendak� 
penyerahan tanah yang 
bersangkutan, ber�kut 
�mbalannya:

 a. D�tempuh acara 
pem�ndahan hak.

 b. D�tempuh acara 
pelepasan hak.

37 . Bud� Harsono, Op., Cit., hlm. 344.

Suatu tanah telah d�tetapkan 
sebaga� tanah terlantar maka tanah 
tersebut akan d�kuasa� langsung oleh 
negara yang akan peruntukannya akan 
d�gunakan kepent�ngan masyarakat 
dan negara melalu� reforma agrar�a. 
Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan 
Menter� Negara Agrar�a atau Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal Nomor 
9 Tahun 1999, yang menentukan 
bahwa:
 “Pemberian atas tanah adalah 

penetapan pemerintah yang 
memberikan suatu hak atas 
tanah negara, perpanjangan 
jangka waktu hak, pembaharuan 
hak, perubahan hak, termasuk 
pemberian hak di atas tanah 
Hak Pengelolaan.”
Tanah yang kewenangan 

pember�annya d�ber�kan kepada 
badan pertanahan nas�onal adalah 
Hak M�l�k, Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, Hak Paka� Dan 
Hak Pengelolaan. Pember�an hak 
dapat d�laksanakan dengan keputusan 
pember�an hak secara �nd�v�dual atau 
kolekt�f atau secara umum. Pember�an 
dan pembatalan Hak M�l�k, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Paka� 
Dan Hak Pengelolaan d�lakukan oleh 
Kepala Badan Pertanahan Nas�onal 
Republ�k Indones�a, Kewenangan 
pember�an hak dapat d�l�mpahkan 
kepada Kepala Kantor W�layah 
Pertanahan Nas�onal Prov�ns� atau 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
atau Kota.38

38 Ur�p Santoso, Op., Cit., hlm. 218.
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Ketentuan- ketentuan yang 
harus d�perhat�kan dalam permohonan 
pember�an hak Pasal 4 Peraturan 
Menter� Agrar�a atau Kepala Badan 
Pertanahan Nas�onal No. 9 Tahun 
1999 adalah:
1. Sebelum mengajukan 

permohonan hak, permohonan 
harus menguasa� tanah yang 
d�mohon d�bukt�kan dengan 
data yur�d�s dan data f�s�k sesua� 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.

2. Dalam hal tanah yang 
d�mohonkan merupakan tanah 
Hak Pengelolaan, pemohon harus 
terleb�h dahulu memperoleh 
persetujuan berupa perjanj�an 
penggunaan tanah dar� pemegang 
Hak Pengelolaan.

3. Dalam hal tanah yang d�mohonkan 
merupakan tanah kawasan hutan, 
harus terleb�h dahulu d�lepaskan 
dar� statusnya sebaga� kawasan 
hutan sesua� dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

4. Tanah-tanah tertentu yang 
d�perlakukan untuk konvers� 
yang d�tetapkan Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal 
Republ�k Indones�a t�dak dapat 
d�mohonkan dengan sesuatu hak 
atas tanah.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan 

permasalahan d� atas, dapat 

d�tar�k beberapa kes�mpulan �alah 
Hakekat dar� pr�ns�p kepent�ngan 
umum terhadap tanah �alah untuk 
menc�ptakan pembangunan yang 
berlandaskan asas per�kemanus�aan 
dalam kese�mbangan sebaga�mana 
d�atur dalam UUD NRI tahun 1945. 
Pembebasan hak atas tanah d�sebabkan 
oleh kepent�ngan umum dan swasta 
dengan pember�an gant� rug� dan 
berpedoman pada asas musyawarah. 
Sedangkan pencabutan hak atas tanah 
merupakan semangat dar� ketentuan 
Pasal 18 UUPA menggar�skan bahwa 
untuk kepent�ngan bangsa dan negara 
serta kepent�ngan bersama (hanya 
untuk kepent�ngan umum) dar� rakyat 
hak atas tanah dapat d�cabut dengan 
member�kan gant� kerug�an. Upaya 
hukum yang dapat d�lakukan p�hak 
ket�ga untuk dapat memanfaatkan 
tanah negara (tanah terlantar) �alah 
melakukan permohonan hak kepada 
pemer�ntah (Kantor Pertanahan 
Prov�ns� atau Kabupaten/Kota) 
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